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ALIANSI SOLIDARITAS FRONT API BANDUNG 
MENOLAK EKSEKUSI TELUKJAMBE, KARAWANG 




Pada tanggal 24 Juni 2014 lalu telah 
terjadi konflik agraria antara warga tiga 
Desa [Desa Wanasari, Wanakerta dan 
Margamulya], Kecamatan Telukjambe Barat, 
Karawang dengan PT Sumber Air Mas Pratama 
(SAMP) yang sahamnya sudah dimiliki oleh 
Agung Podomoro Land. Eksekusi lahan 
dilaksanakan oleh PN Karawang, sebagaimana 
yang dimohonkan oleh PT. SAMP, dibantu oleh 
7.000 aparat kepolisian dengan persenjataan 
lengkap. Masyarakat 3 Desa yang menolak 
eksekusi lahan ini juga dibantu oleh Aliansi 
Besar Karawang (Federasi Serikat Pekerja, 
Federasi Serikat Kerakyatan Indonesia dan 
Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), PBHI 
Jakarta, KPA, JMPH, LBH Street Lawyer, Serikat 
Petani Karawang, Aliansi Masyarakat Karawang 
dan BEM Universitas Singaperbangsa 
Karawang. 

Perlawanan masyarakat ada di tiga tempat, 
yaitu di Gerbang Tol Karawang Barat dan Timur, 
di Konsorsium dan di Kiarajaya. Adapun pusat 
perlawanan berlokasi di jalan Konsorsium, Desa 
Wanasari. Eksekusi tersebut dilaksanakan 



langsung oleh juru sita Pengadilan Negeri 
dengan pengamanan kepolisian yang dipimpin 
oleh Kapolres Karawang, Dedi Hartadi, dan 
Wakapolda Jawa Barat, Rycko Amelza Dahniel, 
dengan jumlah kekuatan 7.000 personil brimob 
bersenjata lengkap. 

Iring-iringan juru sita beserta aparat kepolisian 
sempat dihambat oleh aksi solidaritas buruh di 
depan pintu gerbang Tol Karawang Barat dan 
Timur. Akibatnya, terjadi bentrokan antara 
serikat buruh dan aparat kepolisian yang 
menimbulkan 10 korban luka di pihak buruh. 

Kemudian, rombongan aparat beserta juru sita 
sempat terlibat bentrok di kampung Kiara Jaya, 
Desa Margamulya yang mengakibatkan satu 
petani luka tembak. Bentrok dan sweeping oleh 
aparat terjadi hingga kedalam desa yang 
mengakibatkan ibu-ibu dan anak-anak turut 
menjadi korban. Aksi brutal aparat ini pula 
mengakibatkan 4 petani ditangkap dan 
kemungkinan masih banyak lagi yang turut 
ditangkap. 



Pada saat yang bersamaan, bentrok antara 
warga yang menolak eksekusi terjadi di Jalan 
Konsorsium, Desa Wanasari, dengan aparat 
keamanan yang mengawal eksekusi lahan. 
Warga mengalami luka-luka karena terjangan 
water cannon dan terkena pentungan aparat. 

Konflik agraria ini adalah akibat dari 
pengingkaran hak-hak rakyat atas tanahnya, 
karena sejaktahun 1954 warga telah menguasai 
dan menggarap lahan secara produktif. Warga 
juga taat membayar pajak tanah dan bangunan 
kepada negara. Selain itu warga tidak pernah 
melepaskan tanah seluas 350 Ha kepada 
siapapun dan pihak manapun. 

Pula dalam pandangan hukum, proses eksekusi 
tersebut sangat cacat karena objek yang 
dieksekusi tidak jelas dan tidak sesuai dengan 
amar putusan. Masih ada putusan yang 
tumpang tindih dan perkara di Pengadilan 
masih berjalan. Dalam hal penunjukan batas, 
orang yang ditunjuk bukan orang yang 
berkompeten -dalam hal ini pemohon 
eksekusi, atau orang yang dikuasakan untuk 
menunjuk batas-batas. Ketika tim kuasa hukum 
masyarakat meminta agar termohon eksekusi 
ikut serta dalam penunjukan batas, 
permohonan terkait dibalas dengan tindakan 
represif aparat kepolisian. 

Tindakan eksekusi ini dilindungi oleh aparat 
kepolisian dengan menggunakan kekerasan 
terhadap warga yang mempertanyakan 
mengenai eksekusi yang cacat hukum. Tindak 
kekerasan tersebut telah melanggar nilai-nilai 
HAM, baik secara nasional maupun secara 
internasional, seperti yang diatur dalam 
konvensi Hak Anak dan Undang-undang No 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak. Proses 
eksekusi yang masih menggunakan cara-cara 
kekerasan dan intimidasi telah melanggar nilai- 
nilai kemanusiaan. 



Atas kejadian tersebut, kami Aliansi Front Api 
Bandung Menolak Eksekusi Telukjambe Barat, 
Karawang menyatakan: 

1. Mengutuk Keras tindakan 
brutal dan kekerasan aparat 
kepolisian yang mengakibatkan 
jatuhnya korban dipihak buruh, 
petani dan mahasiswa; 

2. Menolak eksekusi lahan karena 
masih adanya tumpang tindih 
perkara dalam eksekusi tersebut; 

3. Mendesak Pemerintah Pusat 
untuk mengambil tindakan tegas 
kepada aparat, baik kepolisan 
maupun Pengadilan Negeri 
Karawang, dalam hal eksekusi 
lahan yang cacat prosedur ; 

4. Meminta tanggung jawab 
Bupati Karawang, Kapolres 
Karawang dan Kapolda Jawa 
Barat terhadap eksekusi lahan 
yang mengakibatkan jatuhnya 
korban jiwa di konflik agraria di 
Telukjambe Barat, Karawang, 
Jawa Barat; 

5. Mendesak penyelesaian konflik 
agraria secara menyeluruh 
dengan menjalankan reforma 
agraria sejati di Indonesia. 



ALIANSI FRONT API BANDUNG 
MENOLAK EKSEKUSI TELUKJAMBE BARAT, 
KARAWANG 



SOLIPIKNIK | Minggu, 20 Juli 2014 



3- 



TOLAK PENAMBANGAN & PENDIRIAN 



PABRIK SEMEN 



Dl RPMBANG! f 




Rembang Senin, 16 Juni 2014, 500 Warga 
Desa Sekitar lokasi rencana penambangan 
dan tapak pabrik akan menduduki rencana 
lokasi tapak pabrik dikarenakan tidak ada itikad baik 
dari Semen Indonesia dalam seluruh rencana proses 
penambangan dan pendirian pabrikdi Rembang. 
Aksi ini menjadi pilihan terakhir setelah warga tidak 
pernah diberi kesempatan untuk menyuarakan 
berbagai pelanggaran yang telah dilakukan selama 
persiapan proyek pembangunan pabrik semen PT 
Semen Indonesia di Rembang ini. Warga tidak pernah 
tahu informasi yang jelas mengenai rencana 
pendirian pabrik semen. Tidak pernah ada sosialisasi 
yang melibatkan warga desa secara umum, yang ada 
hanya perangkat desa dan tidak pernah disampaikan 
kepada warga. Dokumen AMDAL tidak pernah 
disampaikan terhadap warga. Tidak pernah ada 
penjelasan mengenai dampak-dampak negatif 
akibat penambangan dan pendirian pabrik semen. 
Intimidasi sering terjadi seiring gerakan warga yang 
ingin memperjuangkan haknya untuk memperoleh 
informasi yang jelas dan memperoleh lingkungan 
hidupyangsehat. 

Telah ditemukan dugaan pelanggaran hukum antara 
lain : 

1. Penggunaan kawasan Cekungan Air Tanah 



Foto oleh: IA 

Watuputih sebagai area penambangan batuan kapur 
untuk bahan baku pabrik semen melanggar Perda 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 63 yang 
menetapkan area ini sebagai kawasan lindung 
imbuhan air dan Perda RTRW Kabupaten Rembang 
Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan 
area ini sebagai kawasan lindunggeologi. 

2. Penebangan kawasan hutan tidak sesuai dengan 
Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan 
oleh Menteri Kehutanan, surat Nomor S. 
279/Menhut-l 1/2013 tertanggal 22 April 2013, dalam 
surat tersebut menyatakan bahwa kawasan yang 
diijinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan KHP 
Mantingan yang secara administrasi Pemerintahan 
terletak pada Desa Kajar dan Desa Pasucen 
kecamatan Gunem Kabupaten Rembang provinsi 
Jawa Tengah. Namun fakta dilapangan, Semen 
Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono 
kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar 
untuk tapak pabrik. Perlu diketahui dalam Perda no 
14 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Rembang 
Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai 
kawasan industri besar. 

3. Bukti-bukti lapangan mutakhir seperti 
ditemukannya 109 mata air, 49 gua, dan 4 sungai 
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bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai 
debit yang bagus, serta fosil-fosil yang menempel 
pada dinding gua, semakin menguatkan keyakinan 
bahwa kawasan karst Watuputih harus dilindungi. 
Proses produksi semen berpotensi merusak sumber 
daya air yang berperan sangat penting bagi 
kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang 
dan Lasem yang menggunakan jasa Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) yang mengambil air dari 
gunung Watuputih. 

4. Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk 
perusahaan-perusahaan semen akan berdampak 
pada hilangnya lahan pertanian, sehingga petani dan 
buruh tani akan kehilangan lapangan pekerjaan. 
Selain itu, hal ini juga akan menurunkan produktivitas 
sektor pertanian pada wilayah sekitar, karena 
dampak buruk yang akan timbul, misalnya, matinya 
sumber mata air, polusi debu, dan terganggunya 
keseimbangan ekosistem alamiah. Pada ujungnya, 
semua hal ini akan melemahkan ketahanan pangan 
daerah dan nasional. 

5. Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur 
mengenai peran masyarakat, pasal 70: (1) 
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas- 
luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran 
masyarakat dapat berupa: a) Pengawasan sosial; b) 
Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, 
pengaduan dan /c. Menyampaikan informasi dan 
atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: 
a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Meningkatkan 
kemandirian, keberdayaan masyarakat dan 
kemitraan;; c. Menumbuhkembangkan kemampuan 
dan kepeloporan masyarakat; d. 
Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan 
masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; 
dan e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan 
kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. Namun ketidaktransparanan dan 
ketidakadilan yang terjadi di lapangan saat ini telah 
mengakibatkan terjadinya perampasan hak rakyat 
atas informasi terkait rencana pembangunan pabrik 
semen. Ketidaktransparanan dan ketidakadilan ini 
muncul dalam proses penyusunan AMDALI, 
kebohongan publik dengan menggeneralisir bahwa 
seluruh masyarakat setuju dengan pembangunan 
pabrik semen, dan tidak adanya partisipasi 



masyarakat yang menolak rencana pembangunan 
ini. 

6. Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 66 : Setiap 
orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara 
pidana maupun digugat secara perdata. 

7. Temuan KOMNAS HAM akan adanya pelanggaran 
Hak Asasi Manusia di Kecamatan Gunem Rembang 
harus segera ditindak tegas. Aparat POLRI dan TNI 
harus netral. 

Tuntutan : 

1. Menuntut PT. Semen Indonesia untuk menarik 
semua alat berat yang sedang beroperasi. 

2. Menuntut pemerintah provinsi Jawa Tengah dan 
pemerintah kabupaten Rembang untuk 
menghentikan semua kegiatan PT. Semen Indonesia 
di Rembang karena telah melanggar peraturan yang 
ada. 

3. Menuntut kementerian lingkungan hidup 
melakukan evaluasi terhadap AMDAL. 

4. Menuntut kementerian kehutanan untuk 
melakukan evaluasi terhadap ijin prinsip kawasan. 

5. Meminta TNI dan Polri untuk bersikap netral. 

6. Selamatkan alam pegunungan Kendeng dari 
kehancuran! 

ALIANSI WARGA REMBANG 
PEDULI PEGUNUNGAN KENDENG 



ft 



DENG 



\CAW VAR6A 
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KRONOLOGI AKSI TOLAK PABRIK SEMEN 
DAN TAMBANG KARST Dl REMBANG 



2012 



Izin eksplorasi PT SI di kawasan cekungan 
Watuputih, Kec. Gunem ditandatangani oleh 
GubernurJateng, BibitWaluyo. 
Warga protes. 



2013 



21 Maret | PTGunung Mas Mineral menggelar 
sosialisasi Amdal di Pendopo Kec. Gunem 

17 April | Warga Gunem mengirimkan surat 
tuntutan sosialisasi pendirian pabrik semen 
kepada Presiden Rl, DPR, Gubernur Jateng, 
Bupati Rembang, DPRD Rembang, Camat 
Gunem, dan Kepala DesaTegaldowo. 

22 April | Kementrian Kehutanan menyetujui 
prinsip tukar menukar kawasan hutan untuk 
kebutuhan PTSI di wilayah Gunem. 

18 September | Warga Gunem & Sale berunjuk 
rasa menggugat pemberian izin persetujuan 
kawasan hutan di halaman Perhutani dan DPRD 
Rembang. Sejumlah anggota DPRD berjanji 
menindaklanjuti tuntutan warga. 

27 Oktober | Ribuan warga Gunem & Sale 
melakukan aksi di tapak pabrik PTSI. 



2014 



15 Januari | Sidang Komisi Amdal PT SI 
Rembang (PT SIR) di Hotel Puri Indah Rembang. 
Dinyatakan lokasi tambang karst berada di 
kawasan Cekungan Watuputih. 

22 Januari | Warga menggelar aksi, menggugat 
PT SI Rembang jika tetap melanjutkan proyek 
pabriksemen di kawasan Cekungan Watuputih. 

19 Februari | 500an warga menggelar aksi di 



depan gedung DPRD Rembang. 

27 Maret | Sejumlah warga Gunem memasang 
patok "tidak dijual" di lahan mereka. 

Mei | Istigosah Akbar Melestarikan Lingkungan 
di tapak pabrik dan halaqoh yang menghasilkan 
pernyataan sikap menolak pabrik semen dan 
tambang karst di Rembang. 

15 Juni | Warga mendapat informasi bahwa 
akan ada acara peletakan batu pertama 
pendirian pabrikSemen Indonesia. 

16 Juni | Warga mendatangi lokasi tapak pabrik 
untuk menggelar aksi protes terhadap 
peletakan batu pembangunan pabrik. Bentrok 
dengan aparat kepolisian, tentara dan preman 
yang berjaga2. Ibu-ibu membangun tenda dan 
bermalam di lokasi. TNI-Polri sempat mencegah 
masuknya pengiriman logistik dan tidak boleh 
ada penerangan. 

17 Juni | Warga masih tetap bertahan di lokasi 
aksi menuntut pembatalan pendirian pabrik 
semen. TNI dan Polisi masih berjaga. Simpati 
dan dukungan tambahan dari komunitas dan 
organisasi dari luar Rembang berdatangan. 

18 Juni | Camat Gunem mendatangi lokasi 
untuk membujuk warga pulang. Ibu-ibu 
memilih bertahan. 

19 Juni | Pit. Bupati Rembang sambangi warga. 
Warga tetap tegas dengan pendiriannya untuk 
bertahan. Abdul Hafidz dipaksa warga berjalan 
sejauh 1,5 km menuju lokasi pertambangan 
semen setelah gagal meyakinkan warga terkait 
tuntutan penghentian dan penarikan alat berat. 



20 Juni | Ganjar Anjurkan Warga Gugat AMDAL 
jika memang bermasalah, 

23 Juni | 30 warga pro pabrik semen menemui 
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di 
Gubernuran. Mereka berharap pabrik cepat 
dibangun agardapat menyeraptenaga kerja. 

26 Juni | Alissa Wahid, putri Gus Dur, 
mengunjungi warga dan memberi semangat 
kepada ibu-ibu yang masih bertahan di lokasi 
aksi. 

27 Juni | Ganjar sambangi ibu2 dan warga di 
tenda. la akan memediasi kedua pihak yang 
berkonflik dan beri waktu 1 minggu agar warga 
bentuk tim yang terdiri atas perwakilan warga 
serta melibatkan pakar. 

la menolak permintaan warga agar proses 
pembangungan pabrikdihentikan 
la pergi diiringi isakan tangis ibu-ibu yang 
berharap banyak padanya. 

1 Juli | Surat Rekomendasi dari Kepala Badan 
Geologi Kementerian ESDM Rl kepada 
Gubernur Jawa Tengah yang 
merekomendasikan pelarangan penambangan 
di kawasan cekungan air tanah (CAT) 
Watuputih, yang menjadi lokasi pabrik semen 



PTSemen Indonesia di Rembang, 

Walhi Jateng desak Ganjar tolak pabrik semen 

7 Juli | Pembahasan AMDAL antara para ahli 
dan instansi yang membahas ijin lingkungan 
pabrik Semen berjalan alot di kantor Gubernur 
Jateng, warga tidak dilibatkan. 
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Provinsi Jawa Tengah Teguh Dwi 
Paryono mengatakan penambangan di CAT 
Watuputih dibolehkan. 

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menantang 
pihaknya "diadili" terkait pro-kontra 
pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa 
Tengah. 

9 Juli | Ganjar Pranowo menyatakan proses 
pembangunan harusdimulai karena izin legal. 
Dan administrasi beres. 

14 Juli | Genap sebulan ibu-ibu dari desa 
Timbrangan dan Tegaldawa, Rembang, 
bertahan di tenda-tenda darurat di tapak pabrik 
semen indonesia 

15 Juli | AKSI BUDAYA Peringatan 30 hari 
Perjuangan Ibu-ibu Rembang menduduki areal 
tapak Pabrik. Saat berdoa bersama, sebuah alat 
berat mundurdan menimpa sebuah mobil milik 
pihakSemen Indonesia. 





KABAR SIMS KARAWANG - REMBANG 



Kabar sinis tentang penggusuran 
Karawang - Rembang dibumi hanguskan 
Tanah siapa lagi kelak? Tanah kita!!! 
Ya tanah kita!! 

Sepetak tanah hanya pemanis 
Langit hitam, udara senja 
Pemanis diantara beton dan besi-besi itu 
Tercium aroma Arak dan Tuak 
Kentut Kapitalispun merebak dimana-mana 

Wajah-wajah itu terbayang jelas 
Tentang keberanian sebuah perlawanan 
Terbaca dari matanya 
Pedih!! Ya sangat pedih luka mereka 

Apa lagi yang kau pikirkan? 
Jelas-jelas penindasan depan jidatMu!! 
Menyadari tanpa beraksi itu konyol kawan 
Bangun solidaritas untuk mereka yang tertindas!! 
Seperti tulisan kotor di dinding itu! 

Sadari kekuatan Rakyat yang sejati 
Bersatu dan terus bersatu 
Petani, Buruh, Pemuda, Mahasiswa, Kaum miskin kota 
Pelajar, Seniman atau apapun bersatulah!!! 
Setelah itu kita berdiri. kepalkan tangan 
Teriakan atau perlu kita pukul dan binasakan saja anjing- itu 



Prima Arief, juli 2014 
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ANTARA KORPORASI DAN KARAWANG 
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Ditulis oleh: Fajar P. 

Suatu malam di Bulan Ramadhan, 
tahun ke-dua hij'riah. Sebait doa 
diatas meluncur dari lisan 
Muhammad. Suasana malam itu sangat 
menegangkan. Peperangan di esok hari tak 
bisa terelakkan. Muhammad dan sahabat- 
sahabatnya harus berhadap-hadapan di 
medan perang dengan pasukan Quraisy, 
musuh mereka yang secara kuantitas 
pasukan dan kualitas persenjataan jauh 
lebih kuat. Kondisi lapar, haus, dan lelah 
karena sedang menjalankan ibadah puasa 
Ramadhan seakan tidak mengurangi 
semangat juang pasukannya. Hingga 
akhirnya doa tersebut menjadi nyata. 
Muhammad dan 314 pasukannya mampu 
mengalahkan lebih dari 1000 pasukan 
Quraisy bersenjata lengkap. Kelak sejarah 
mengingat peperangan tersebut dengan 
nama Perang Badar, salah satu perang yang 
paling pentingdalam sejarah umat Islam. 

Lebih dari 14 abad setelah peristiwa 
tersebut, ketegangan serupa mungkin 
dirasakan oleh 1.200 warga Telukjambe, 
Karawang hari ini. Ketenangan dan 
kenyamanan ibadah puasa, sahur, berbuka, 
dan shalattarawih tak lagi mampu dirasakan 
warga ketika tempat tinggal, mata 
pencaharian, dan masa depan mereka 
berada dalam ancaman.Takada nabi dengan 
doa mustajabnya di tengah mereka: mereka 
hanya manusia-manusia biasa yang sehari- 
hari bekerja mencari penghidupan dengan 
menggarap lahan pertanian mereka. 



tersebut berjalan lancar menambah rasa 
ketakutan warga. Setiap malam harus pula 
dilalui dengan gelap gulita karena aliran 
listrik ke desa sudah diputus. Warga 
diultimatum untuk angkat kaki dari desa 
selambat-lambatnya 5 hari pasca lebaran 
dengan uang kerohiman sebesar Rp. 4.000 
per meter persegi lahan warga, atau sekitar 
Rp. 10.000 - Rp. 30.000 per rumah warga. 
Kini, sekitar 12.000 warga tiga desa tersebut 
terancam menjadi gelandangan, tanpa 
tempat tinggal dan mata pencaharian yang 
pasti. 

Sejarah Panjang Konflik Lahan Telukjambe 

Konflik lahan di Kecamatan Telukjambe 
memiliki riwayat yang dapat dirunut 
setidaknya hingga masa kolonial Belanda. 
Ketika itu, lahan-lahan pribumi dikuasai oleh 
pemerintahan kolonial dan disewakan 
kepada pihak-pihak swasta. NV. Tegalwaroe 
Landen adalah pihak swasta yang saat itu 
memiliki hak sewa lahan dan menjadi tuan 
tanah di Telukjambe. Kebijakan tanam paksa 
(cultuurstelsel) diterapkan oleh penjajah 
terhadap warga pribumi dengan segala 
penderitaannya. Tak cukup dengan tanam 
paksa, beban rakyat harus ditambah dengan 
dikenakannya pajak kepala dengan sanksi 
bagi yang tidak dapat membayar harus 
bekerja untuk kepentingan tuan tanah, 
seperti memperbaiki jalan, saluran dan 
sebagainya. Jika rakyat tidak mau bekerja 
harus dipenjarakan tanpa diproses ke 
pengadilan. 



Ya, buldozer-buldozer dan alat-alat berat 
lainnya dengan segala kecongkakan dan 
kesombongannya sedikit demi sedikit kini 
telah menghancurkan rumah-rumah dan 
lahan-lahan pertanian sumber penghidupan 
warga. Sementara itu, sekitar 7.000 aparat 
kepolisian bersenjata lengkap dan ribuan 
preman bayaran yang menjaga agar proses 
perataan tiga desa seluas 350 hektar 



Pasca-kemerdekaan, nasionalisasi terhadap 
aset-aset bangsa gencar dilakukan. Tanah 
Telukjambe resmi diambil alih oleh 
pemerintahan Republik Indonesia pada 
tahun 1949. Diterapkannya Undang-undang 
Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 semakin 
membuat warga bebas mengelola dan 
mendapatkan hak milik atas lahan yang 
digarapnya. 
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Awal tahun 1974, PT. Dasa Bagja menyewa lahan 
selama 3 tahun dengan meminjam surat-surat 
kepemilikan tanah warga. Lahan tersebut 
rencananya akan digunakan PT. Dasa Bagja untuk 
penghijauan seperti penanaman pohon kapuk 
(randu), namun pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) 
tidak kunjung didapatkan dari Menteri Dalam Negeri 
melalui Kanwil Agraria Jawa Barat. Tiga tahun berlalu 
hingga masa sewa lahan PT Dasa Bagja berakhir. 
Rakyat kembali menggarap tanah mereka dan 
membayar pajaknya hingga hari ini. Sayangnya PT. 
Dasa Bagja melakukan kejahatan dengan tidak 
mengembalikan surat-surat kepemilikan warga. 

Tahun 1986, secara diam-diam dan tanpa 
sepengetahuan warga, PT Dasa Bagja 
mengalihkan prioritas pengajuan Hak 
Guna Usaha (HGU) lahan itu kepada 
PT. MakmurJaya Utama, padahal 
jelas-jelas masa sewanya telah 
kadaluwarsa. Surat-surat 
kepemilikan warga 
berpindah tangan. PT 
MakmurJaya Utama tidak 
memanfaatkan lahan 
tersebut karena hak guna 
usaha tidak didapatkan. 
Sementara itu, warga 
tetap memanfaatkan lahan 
tersebut untuk perkebunan. 

Pada tahun 1990, lagi-lagi tanpa 
sepengetahuan warga sebagai 
pemiliksah lahan tersebut, PT. Makmur 
Jaya Utama mengalihkan sewa lahan itu 
kepada PT Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP). 
Modus kejahatan pengalihan sewa lahan ini pun 
dilengkapi dengan Akta Pelepasan Alih Garapan 
dengan Notaris Sri Mulyani Syafe'i, SH di Bogor. 
Dengan bekal Akta tersebut, PT SAMP sempat 
melakukan pengukuran tanah dengan menurunkan 
alat berat dan aparat keamanan untuk mengeksekui 
lahan dari rakyat. Rakyat pun melawan tindakan 
sewenang-wenang itu. 

Tahun 2007, perkara berlangsung ke pengadilan. PN 
Karawang memutuskan lahan 350 hektare adalah 
tanah negara bekas Tegalwaroe Landen yang telah 
dibebaskan PTSAMP. Pada sidang-sidang berikutnya, 




beberapa putusan menetapkan rakyat sebagai 
pemenang klaim kepemilikan tanah. Namun pada 
tahun 2009, rakyat kembali dikalahkan dalam 
persidangan yang kontroversial dan diduga 
mengandung kecurangan, hingga akhirnya 
kepemilikan tanah 350 hektar kembali jatuh ke 
tangan PTSAMP. 

Masyarakat kembali dikejutkan dengan adanya 
pemberitaan bahwa PT. Agung Podomoro Land 
mengakuisisebagian besarsaham PTSumberAirMas 
Pratama dan mengambil alih lahan seluas 350 hektar 
tersebut untuk dibangun Karawang Industrial Estate. 
Sedikit demi sedikit lahan pertanian yang berperan 
penting bagi ketahanan pangan nasional sekaligus 
menjaga keseimbangan alam tergantikan oleh 
beton-beton bangunan industri. Udara 
pedesaan yang sejuk perlahan 
terganti dengan asap polusi dari 
cerobong pabrik. Para petani 
yang dengan bersahaja 
menghidupi bumi pertiwi 
dipaksa menjadi buruh- 
buruh pabrik. 



Pada bulan Oktober 2012, 
PT. SAMP dengan bantuan 
preman sebanyak 500 
orang mencoba menguasai 
lahan secara fisik dan 
melakukan pengusiran 
terhadap rakyat dari tanahnya 
sehingga mengakibatkan korban 
luka berat pada petani karena 
pembacokan. 

Runutan kisah tersebut berpuncak pada Juni 2014 
lalu, Ratusan aparat kepolisian dan ribuan preman 
diturunkan untuk melakukan eksekusi lahan. Rakyat 
melawan, memblokade jalan masuk alat-alat berat, 
melakukan istigosah (doa bersama), namun tindakan 
represif dilakukan aparat dan preman untuk 
mengusir warga. Alhasil, 9 petani dan 4 buruh yang 
melakukan aksi menolak eksekusi ditangkap, 10 
buruh luka-luka dan 1 petani tertembak serta 
puluhan lainnya mendapat luka ringan karena 
tembakan water canon, gas air mata dan peluru 
karet. 
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Masyarakat Telukjambe tidak pernah diam ketika 
hak-hak hidup mereka dirampas. Selain melalui jalur 
hukum, berkali-kali audiensi, aksi unjuk rasa ke 
kantor-kantor pemerintahan setempat dan 
Mahkamah Agung, serta pemblokiran jalan tol telah 
dilakukan. Perjuangan tak kenal kata menyerah ini 
membangkitkan simpati, dukungan, dan solidaritas 
dari elemen-elemen rakyat lain, mulai dari organisasi 
gerakan buruh, mahasiswa, hingga masyarakat di 
daerah-daerah lainnya. 

Keserakahan Korporasi, Kejahatan Negara, dan 
Perjuangan Rakyat Mempertahankan Lingkungan 
dan Hak-hak Hidupnya 

Konflik penggusuran dan perebutan ruang hidup 
seperti ini bukanlah hal baru. Kasus-kasus perusakan 
lingkungan dan perampasan hak hidup warga yang 
dilakukan perusahaan-perusahaan seringkali terjadi 
di berbagai daerah. Aparat, melalui Polisi dan TNI 
selalu berada di pihak perusahaan-perusahaan besar 
tersebut. Baru-baru ini, di Rembang warga harus 
berhadapan dengan Polisi dan preman bayaran yang 
'mengamankan' pembangunan pabrik semen di 
Pegunungan Kendeng. Pertanian pesisir pantai Kulon 
Progo, Jogja dan Wera, Bima terancam dihabisi 
tambang pasir besi, warga yang menolak 
dipenjarakan. Tambang emas di Tembagapura Papua 
dikuasai Freeport, tanah adat leluhur suku Amungme 
dan suku Komoro diserobot tambang yang dijaga 
langsung oleh tentara. Penggusuran-penggusuran 
tempat tinggal warga seringkali terjadi di kota-kota 
demi pembangunan mall dan pabrik. Peristiwa- 
peristiwa serupa yang terjadi di pedalaman dan tak 
pernah terekspos media mungkin lebih banyak lagi. 

Peristiwa-peristiwa semacam itu menyiratkan bahwa 
negara lebih berpihak kepada pemilik modal 
daripada kepada rakyat, pemilik sejati tanah air ini. 
Keberpihakan ini juga menggambarkan bahwa 
aparat negara hanyalah alat yang digunakan para 
pemilik modal untuk mewujudkan hawa nafsunya 
melipat gandakan harta meski harus merusak 
keseimbangan lingkungan dan menzholimi 
masyarakat. 

Salah satu bukti yang lebih jelas menggambarkan 
kesewenangan negara dan keberpihakannya 
terhadap pemodal tertuang dalam kebijakan 



Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam 
masterplan itu, setiap wilayah dikapling-kapling 
menjadi beberapa koridor sesuai kekayaan 
sumberdaya alamnya dan kemudian pengelolaannya 
diberikan pada pemodal/investor. 

Pulau Jawa difokuskan sebagai koridor perluasan 
industri dan jasa. Tak perlu heran jika kedepannya 
pabrik-pabrik, kawasan-kawasan industri, dan 
infrastrukturnya seperti pembangkit listrik dan 
sarana transportasi sebagai jalur distribusi bahan 
mentah dan produk pabrik akan masif dibangun. 
Selain Karawang Industrial Estate, Pembangunan 
Waduk Jatigede di Sumedang yang akan difungsikan 
sebagai pembangkit listrik tenaga air, Pelabuhan 
Cilamaya, Bandara Kertajati, dan rencana 
pembangunan bandara di Karawang akan dibangun 
sebagai realisasi dari program MP3EI ini. 

Tentunya pembangunan kawasan dan infrastruktur 
ini memerlukan pembebasan lahan yang tak sedikit 
dan kerap kali mendapat perlawanan dari 
masyarakat yang telah hidup dan memanfaatkan 
lahan-lahan tersebut turun-temurun secara lestari 
dan berkelanjutan. Pada titik inilah aparat berperan 
untuk memuluskan pembebasan lahan, meski tindak 
kekerasan seringkali dilakukan dan menjadikan 
masyarakat lokal sebagai korban. 

Kelestarian lingkungan dan kemanusiaan sedang 
terancam oleh kuasa modal yang semakin brutal. 
Dibutuhkan peran masyarakat yang lebih aktif lagi 
dari setiap elemen rakyat untuk mencegah dampak- 
dampak ekologis dan sosial yang akan ditimbulkan 
proyek-proyek pembangunan yang eksploitatif dan 
hanya mementingkan profit ini. 

Apakah peristiwa epik serupa Perang Badar 14 abad 
lalu di mana kelompok-kelompok kecil dapat 
mengalahkan kelompok yang lebih besar akan 
terulang kembali? Apakah kekuatan rakyat untuk 
menjaga kelestarian alam dan kemanusiaan dapat 
memenangkan pertempuran melawan kekuasaan 
modal, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan 
moncong senjata aparat yang dengan congkak dan 
sombongnya merusak lingkungan dan menjadikan 
masyarakatsebagai korban? 




Karya oleh: M. Ikbal Arifin S. 
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SEKELUMIT TENTANG MP3EI 



Apa ituMP3EI? 

MP3EI merupakan kepanjangan dari 
Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia. MP3EI 
adalah i m p I e m e n t a s i dari visi 
pembangunan jangka panjang nasional 
Indonesia untuk tahun 2011 hingga tahun 
2025. Jika zaman Pak Harto dulu kalian 
pernah dengar istilah REPELITA (Rencana 
Pembangunan Lima Tahun), maka zaman ini 
kita mengenalnya dengan nama MP3EI. 
Proyek ini diharapkan dapat mempercepat 
realisasi perluasan pembangunan ekonomi 
dan pemerataan kemakmuran agar dapat 
dinikmati secara merata di kalangan 
masyarakat serta menempatkan Indonesia 
dalam posisi sepuluh besar kekuatan besar 
dunia. 

Bagaimana MP3EI Beroperasi? 

Untuk menjalankan program-program 
pembangunannya, MP3EI membagi 
wilayah Indonesia ke dalam enam koridor 
yang sesuai dengan ketersediaan sumber 
daya di daerah-daerah tersebut. Apa yang 
hendak disasar oleh para perumus 
kebijakan ini adalah pembagian kerja 
nasional berbasis kewilayahan. Ini 
diupayakan demi memacu daya saing 
Indonesia dalam perdagangan 
internasional. Berikut ini adalah keenam 
koridor wilayah dalam MP3EI dan fokus 
pembangunannya: 

1. Koridor Sumatera: hasil bumidan energi 

2. KoridorJawa: industri dan jasa 



3. Koridor Kalimantan: hasil tambang dan 
energi 

4. Koridor Bali-Nusa Tenggara: pariwisata 
dan pangan 

5. Koridor Sulawesi: hasil tani, perikanan, 
migasdantambang 

6. Koridor Papua-Maluku: energi, pangan, 
perikanan dan tambang 

Dalam waktu dekat, pembukaan- 
pembukaan lahan untuk proyek-proyek 
pembangunan di setiap koridor akan 
dilakukan. Hutan-hutan di Sumatera akan 
terganti dengan perkebunan-perkebunan 
sawit. Sawah-sawah dan lahan pertanian di 
Jawa Baratakan berubah menjadi kawasan- 
kawasan industri. Tanah adat dan hutan 
alami di Papua akan habis digilas 
pertambangan dan lahan pertanian 
berskala raksasa. Begitu pula di daerah- 
daerah lainnya. 

MP3EI untuk Siapa? 

Pada pidato pembukaan pertemuan KTT 
APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) di 
Bali 2013 lalu, di hadapan 1.200 pejabat 
eksekutif perusahaan dan kepala negara 
anggota APEC, presiden Rl, Susilo Bambang 
Yudhoyono mengungkapkan: 

"Untuk mempercepat pembangunan, pada 
Mei 2011, kami meluncurkan Master Plan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia 2011 2025 (MP3EI). ... 
Master Plan ini memberikan kesempatan 
besar bag! investor internasional. Akhirnya, 
dalam kapasitas saya sebagai Kepala 
Pemasaran Perusahaan Indonesia (chief 
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salesperson of Indonesia Inc.), saya 
mengundang anda untuk memperbesar 
bisnis dan kesempatan investasi di 
Indonesia. " 

Menyimak pidato tersebut, apa yang 
dapat kita simpulkan tentang MP3EI ini? 

1. MP3EI memberikan kesempatan besar 
bagi investor internasional untuk 
mengeksploitasi sumberdaya-sumberdaya 
di Indonesia 

2. Negara dianggap sebagai sebuah 
perusahaan (Indonesia Incorporation), dan 
presiden berperan sebagai kepala 
pemasarannya 

Selain itu, sejak program MP3EI ini 



dijalankan, berbagai penolakan dari 
masyarakat lokal tak bisa dihindarkan. 
Masyarakat yang sudah bertahun-tahun 
hidup dan turun temurun memanfaatkan 
kekayaan alam secara lestari dan 
berkelanjutan tentu tidak ingin sumber- 
sumber kehidupannya dihancurkan begitu 
saja oleh proyek-proyek raksasa tersebut. 
Seringkali pula, penolakan ini direspon 
secara represif oleh aparat dan 
menimbulkan korban di pihak masyarakat. 

Begitulah proyek MP3EI ini, yang di atas 
kertas tertulis untuk memberikan 
kemakmuran dan kesejahteraan bagi 
rakyat, realitanya justru hanya menjadikan 
tanah air sebagai barang dagangan dan 
mengorbankan kehidupan rakyat. 



SALURAN DONASI & INFORMASI 

• Untuk penyaluran donasi Karawang, kirimkan melalui 
MUSTOFA BISRY, BRI unit pedes, 4255-01-000276-50-9 
kontak informasi Karawang ke Hilal 081284550130 

• Untuk penyaluran donasi Rembang, kirimkan melalui 
WARGA PEDULI LINGKUNGAN, BANK BRI 6028-01-014101-53-5 
konfirmasikan nama rekening, jumlah donasi, dan waktu transfer ke 
Ming Ming Lukiarti 085226008672. 

• Untuk informasi lanjutan tentang konflik agraria, sila lihat di tautan berikut: 
www.selamatkanbumi.com 

www.kpa.or.id 

www.frontapi.wordpress.com 



